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QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

ABSTRAK: - Bahwa dengan semakin meningkat dan berkembangnya kegiatan usaha perikanan dan
kelautan di daerah serta dalam upaya untuk menjamin mutu hasil perikanan sekaligus
melindungi usaha nelayan/ petani ikan, perlu adanya upaya pengaturan kegiatan usaha
perikanan dan kelautan dan untuk menunjang kegiatan tersebut Pemerintah Kabupaten
Aceh Timur mengadakan pembinaan, penyuluhan, bimbingan teknis dan pengawasan
terhadap kegiatan penangkapan ikan, budidaya, pengumpul dan penyaluran/
pengangkutan ikan, sehingga produksi perikanan serta kesejahteraan nelayan/ petani
ikan dapat lebih ditingkatkan. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk
Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Retribusi Izin usaha Perikanan.

- Dasar Hukum Qanun ini adalah : UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 8 Tahun 1981; UU
No. 28 Tahun 1999; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun
2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.
28 Tahun 2009; PP No. 54 Tahun 2002; QANUN PROVINSI NAD No. 16 Tahun 2002;
QANUN ACEH No. 3 Tahun 2007.

- Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan,
Nama,Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat
Penggunaan Jasa, Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi, Kewajiban Memiliki Izin, Tata Cara untuk Memperoleh Izin, Izin dan Masa
Berlaku Izin, Struktur dan Besarnya Tarif, Wilayah Pemungutan, Penentuan
Pembayaran,Tempat Pembayaran,Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Tata Cara
Pembayaran, Sanksi Administratif, Penagihan, Penghapusan Piutang Retribusi yang
Kedaluwarsa, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Pidana, Penyidikan, Ketentuan
Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN: - Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan, 30 September 2010.

- Pada saat berlakunya Qanun ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan
Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Penjelasan : 3 him



